PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR & TAHUN 2007

TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

Menimbang ; a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi
daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu
diatur tentang Pajak Penerangan Jalan di
Kabupaten Lebong;

b. bahwa untuk memenubhi maksud huruf a
tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985
tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara
Rl Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Rl Nomor 3317),

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997
tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
(Lembaran :Negara RI Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan'Lembaran Negara Rl Nomor 3684);

3 Undang-Urdang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3686);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan
Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
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10.

1.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentar;zg
Perbendaharawan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437): sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4548); -

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972
tentang Perusahaan Listrik Negara (Lembaran
Negara Rl Tahun 1972 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 2983);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Rl Tahun 1981 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten [/ Kota
(Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3747);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001

tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 200* Nomor 118, Tambahan Lembaran

Negara Rl Nomor 4138); :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
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15. Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 170
Tahur 1997 tontang Pedoman Tata Cara
Pungutan Pajak Daerah; :

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Pajak Daerah,

17. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum
Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk
Hukum Daerabh;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2006 tentang Lembaran daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan - PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN '

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Lebong;

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lebong;

g. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
%

Dipindai dengan CamScanner



Bagian adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan
bankl yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan,
Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang
sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;

Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Badan
Usaha Milik Negara yang mengurusi masalah ketenagalistrikan di Indonesia

JIdi:ﬂam hal ini diwakili oleh PT.PLN (Persero) Wilayah S2JB Ranting Muara
man,

Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan
daerah atas penggunaan tenaga listrik;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek
pajak dan atau harta dan kewajiban menurut Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daeraly;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang;

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran
lain yang ditetapkan oleh Bupati;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang
masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat -

SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak
yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda; _

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewaijiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan perpajakan daerah;
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t  Penyidikan tindak pidana g i
indakan yang  dilakan.-obidang perpajakan daerah adalah serangkaian

selanjutnya disebut F’Gl\‘;::ik 0i1're?t1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil. yang
dengan bukti itu membuat I;‘!l ntuk mencari sarta mengumpulkan bukti yang

P~ as tindak pid i
ang lerjadi sert , pidana dibidang Perpajakan Daerah
yang ‘ef “mm;nmuknn lersangkadnya; ViR

u. Badan penyelesaian sen

"
menyelesaikan Pcrselisihg eta pajak adalah Badan yang mempunyai tugas

an perpajakan;

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Peneranga ; g . .
penggunaan tenaga listrik. gan Jalan dipungut Pajak atas setiap

(2) Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik,

(3) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah tenaga
listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3
Dikecualikan dari objek pajak adalah :

a, gengg#naan tenaga listik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
aerah;

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh
Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga
Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak
negara;

c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan
kapasitas tertentu yang tidak memeriukan izin dari instansi teknis terkait;

d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah
dan lembaga sosial lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;

e. Tempat-tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga
listrik.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menjadi pelanggan listrik
dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB Il
DASAR PENGGUNAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal §

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.

(2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

ditetapkan : :
Y D;Iam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan

- : pembayaran, nilai jual tenagad listrik adalah besarnya tagihan biaya
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lam hal tena
g dDi?’“”g“t bayafs?: lrii‘:.lts::kluba?r? sal dari PLN dan bukan PLN dengan tidak
tersedia dan penggunaan ate naga listrik dihitung berdasarkan kapasitas
satuan listrik yang belaky sessgl :g;?l(r’igq??:ﬂgh?unaan MBI eRr R
o gi?é?gpig:‘ugmsg&:ﬁ%aa%ag? a{,‘a dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini,
berlaku untuk PLN. N berpedoman kepada harga satuan listrik yang

| Pasal 6
Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

1

B i(’l;nggggs:: ;S/:?gg;isptrik ya;\g li)erasal dari PLN untuk Golongan Tarif Bisnis
ersen) x besa . . i
rekening listrik; rnya tagihan biaya penggunaan listrik /
b.

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk Golongan Tarif

Rumah Tang_ga ' sebesar 10% (sepuluh.persen) x besarnya tagihan biaya
penggunaan listrik/rekening listrik;

c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk Golongan Industri
Besar, Industri Menengah/sedang dan industri kecil/industri rumah tangga
sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) x 30% TDL (Tarif Dasar Listrik) x
besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik;

d. Penggunaan ténaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk Golongan

bukan industri sebesar 6% (enam persen) x besarnya tagihan biaya
penggunaan listrik/ rekening listrik;

e. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk Golongan

Industri, sebesar 7% (tujuh Persen) x besarnya tagihan biaya penggunaan
listrik/rekening listrik.

Pasal 7

(1) Untuk tenaga listrik yang berasal dari benda, barang atau alat yang
disediakan sendiri (Genset), maka nilai jual tenaga listrik  dihitung
berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan
listrik serta harga satuan yang berlaku untuk PLN.

(2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari benda, barang atau alat yang
disediakan sendiri (Genset), untuk Golongan Bukan Industri, sebesar 6 %
(enam persen) X kapasitas tersedia dan penggunaan atas taksiran
penggunaan listrik X harga satuan yang berlaku untuk PLN pada saat itu.

(3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari benda, barang atau alat yang
dise%?akan sendiri (Genset), untuk Golongan Industri, sebesar 7 % (tujuh
persen) X kapasitas tersedia dan penggunaan atas taksiran penggunaan
listrik X harga taksiran yang berlaku untuk PLN pada saat itu.

(4) Teknis penggunaan tenaga listrik yang berasal dari benda, barang atau alat
yang d?sed%gkan sendiri untuk Golongan Bukan Industri dan Golongan
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini akan diatur
lebih lanjut oleh Bupati.
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WILAYAH PEMU AT
NGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8
(1) Pajak yang terutang dipungut g Wilayah Daerah

() Besarnya Pajak Terut
dimaksud dalam Pasaiarég ddeEf\gan cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal § Pe-‘auﬂ%ﬁ%ﬂiﬁiﬁ Igientsjenaan pajak sebagaimana

BAB V
MS?US:APAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
T PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
Pasal 10

. ° " !
Pajak terutang dalam masa!l pajak terjadi pada saat diterbi
Pajak Daerah (SKPD). | terjadi pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan

Pasal 11

(1) Setiap Wajib _F_’rajak yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dan
bukan PLN wajib mengisi SPTPD.

(2) Waijib Pajak yang menggunakan listrik PLN, rekening listrik yang diterbitkan
. PLN merupakan SPTPD.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan
kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya
masa pajak.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau

kuasanya.

(5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

Gerdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(1)

(2) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, rekening listrik

dipersamakan dengan SKPD.

i sabagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang
3) ?ﬁ)a;t;‘;ar sserg;gh IewastI waktu paling lama 30 (tiga puluh) han se]ako SKPD
diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 13

wajib Pajak yang membayar senq
pasal 11 ayat (1) digunakan Unltr
menetapkan pajak sendiri yang tery

0 i SPTPD sebagaimana dimaksud pada

uk menghitung, memperhitungkan dan

tang.
lam Jangka waktu 5 (|
@ Ej):pat menerbitkan : ( .ma) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupatl
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT,
c. SKPDN.

® SKF};\Z:EF;SS;?(:%a';r;\:.?a dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan apabila :
a. fidak atau kural ngerlksaal_n atau keterangan lain pajak yang terutang
Zl % (dua pe ng dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
dib;yar uﬁtJie;?ané”ﬁQk?‘h"”’}g dari pajak yang kurang atau terlambat
. . u paling la
dihitung sejak saat terutangnya Paigk; ma 24 (dua puluh empat) bulan
b. SPTFD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah
ditegur secara ftertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau

terlambat dibayar' untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

¢. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung
.dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua pulu? empat) bulan dihltur.g sejak saat terutangnya pajak;

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini,
diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang
akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 %
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5 SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila
jumiah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b.tidak atau _tldak
sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih
dengan menerbitkan STPD ditamban dengan sanksi administrasi berupa
bunga 2 % (dua persen) sebulan.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

! BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

pPasal 14

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk
oleh szaﬁ sesgjai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila Pembayaran pajak dilakukan lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
pglak harus disé’tor keF}’(g\s Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam

waktu yang ditentukan oleh Bupati.
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(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal
ini dilakukan dengan menggunakan SSPD

Pasal 15
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk

mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenubhi
persyaratan yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dinfaksud pada ayat (2) harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga gebesar
2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda_
pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran serta tata
cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2)
dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan
tanda bukti pernbayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Beﬁtuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIii
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) - Surat Teguran atau; Surat Peringatan® atau surat lain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelakizanaan, penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak
saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat

Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak ’
yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati cq. Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan

atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan
Surat Paksa. |

(2) Bupati cq. Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21

(dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis.
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(3)

(1)
(2)

(2)

(1)

(2)

Pembayaran pajak seba

ini dilakukan dengan megﬂlmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal

Nggunakan SSPP

Pasal 15
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

E:;%’;;n ;Si:ﬁa;a] cht':r%?ﬁkand persetujuan kepada wajib pajak untuk
ang dala enuhi
persyaratan yang ditentukan, m kurun waktu tertentu, setelah mem i

Angsuran pembayaran pajak sebagai .

i gaimana dinfaksud pada ayat (2) harus
dgakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Bupati dapat mgmberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran serta tata

cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2)
dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan
tanda bukti pernbayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

.Surat Teguran atau; Surat Peringatan® atau surat lain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelakizanaan. penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak

_ saat jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat ..
Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak
yang terutang.

' ' jenis sebagaimana
Surat Tequran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis se
dimaksug pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati cq. Kepala Dinas.

Pasal 18

ilaj ' i i idak dilunasi dalam jangka
lah pajak yang masih harus dibayar tida ‘

Qg\imasé%rggiirr?aéa d%tentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan

atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan

Surat Paksa.

i i telah lewat 21
' Dinas menerbitkan Surat Paksa segera se .
?duupaat;)Sﬁ:.the;t?xl)a hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 19
abila Pajak y?ng harus dibayar tid
Azggal pemberitauan Surat Pakga gt

dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam sesudah
gurat perintah Melaksanakan Penyiltaa

r?a“ Cq. Kepala Dinas segera menerbitkan

Pasaj 20
Se‘t:Ii?\:asta:t:ll(:i: Ig\ir;{m?%n dan Walib Pajak belum juga melunasi utang
e t h Melaksanaka (Sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
per'ln_at s tn Penyitaan, Bupati cq. Kepala Dinas mengajukan
permintaan p pan tanggal pelelangan Kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan i i tempat
pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitghukanh%’;n tanggal, jam dan temp

kepada Wajib Pajak gan segera secara tertulis

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan
Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati. P penag

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

= Pasal 23

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

2. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalan: penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Daerah; 5 - ) _

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut

dikenakan karena kekhilafan ~Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya.

2 ulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

“ z::glc::;t?:;n aetzT?)ZtngurangF;n sanksi at;lministrasi atas SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD sebagaimana dlrpaksud pada ay_at (1) h.ams
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

Dipindai dengan CamScanner
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. i b f
(3 gz%t;hagﬁgnpsé%aztag::r?ad:itilrli?gllll(gu‘:ja"ng lama 3 (tiga) bulan sejak Surat
memberikan keputusan, Pada ayat (2) diterima, sudah harus

Apabila 'sgtelgh le;vat 3 (liga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
pasal inil, Bupall cqa. Kepala Dinag tidak memberikan keputusan
ermohonan dpembelulan Pembatalan, pengurangan ketetapan dan
panghapusan 8n pengurangan sanks| administrasl, dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat memberikan keberatan kepada Bupati cq. Kepala Dinas
atas suatu:

. SKPD;

. SKPDKB,
. SKPDKBT,
. SKPDLB;
. SKPDN.

O o

o

2) Permohqnan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPDN diterima oleh Wajib Pajak,

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Bupati cq. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak

tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima, sudah memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) Bupati cq. Kepala Dinas tidak memberikan Keputusan,
permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan
keberatan dari Bupati.

(2)  Pengajuan bandiﬁg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau

banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau

seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan

?)U?ga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
ulan, . i )

' o

Dipindai dengan CamScanner



BAB Xl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

\ Pasal 28

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Bupati cq. Kepala Dinas secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya:

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa Pajak;

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2) Bupati cq. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui,
Bupati cq. Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pambayaran pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian k&lebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Bupati cq. Kepala Dinas

memberikan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya,sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga bukti berlaku sebagai bukti
pembayaran.

BAB Xl
KADALUARSA

Pasal 30

(1) Hak untuk Melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung terhitung sejak saat terutangnya pajak,
kecuali apabila Waijib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan
Daerah.

(2) Kadaluarsa penagihan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tertangguh apabila : '
a. Diterbitkan Surat Teguran Dan Surat Paksa;
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak
langsung.

Dipindai dengan CamScanner



(1)

)

(3)

: BAB XV
| KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagal penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pldana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,

pencatatan .dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
hahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 4

. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e;

. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan

daerah:

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum vyang dapat
dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib
memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut UUmum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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BAB XV
'"KETENTUAN PIDANA

Pasal 32
(1) Barang §iapa yang melanggar Pasal-pasal yang memuat ketentuan
mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini di ancam

pldana kurungan vallng lama 3 (tiqe) bulan atau denda sebanyak-
. banyaknya 'Rp. 5.@00.000_.- (lima juta ruplah).

. - k )
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur datam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupali.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Agar
empatannya dalam Lembaran Daerah

Peraturan Daerah ini dengan pen
Kabupaten Lebong.-

- 4
yts. H. DALHAD! UMAR, BSc

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007
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BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Barang siapa yang melanggar Pasal-pasal yang memuat ketentuan
mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini di ancam
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33!

Hal-hal yang belum diatur calam Peraturan Daerah ini éepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

]

Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lebong.

Ditetapkan
Pada tanggsa (Aktober 2007

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007

DAERAH

SEKRETARI

\.;;H K/;.,;

(E EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2007
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